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BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISﬁAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Tindak pidana penyelundupan menurut hukum Islam

Untuk menganalisa hukum Islam tentang penyelundupan
ini, perlu kiranya mengadakan rincian tentang judul terse
but, sehingga untuk awal- dalam analisa ini perlu mengeta-
hui terlebih dahulu bagaiman tinjavan behyelandupan itu

sendiri menurut hukum Islam.

Dengan memperhatikan rerUndang-undangan penyelun -
dupan, maka dapat diketahui bahwa lingkup = - ftérjadinya
penyelundupan dapat terjadi dalam ekspor-impor dan inter-

suler. Sedang terjadinya dapat melalui laut ataupun udara.

Penyelundupan dalam lingkup ekspor dan impor dapat-
berwujud :
- Memasukkan dan mengeluarkan barang yang sama sekali ti-
dak memakai dokumen.
- ekspor-impdr dengan tidak memakai dokuﬁén atau memakai
dokumen tetapi tidak lengkap.
- ekspor dan impor barang dengan melalui instansi resmi-

namun terdapat manipulasi mengenai barang, manipulasi-
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kualitas baruang atau manipulasi kuantitas barang.

Sedangkan pelanggaran intersuler terjadi apabila ka
pal-kapal yang mengangkat barang-barang dari pelahuhan sa
tu kepelabuhan lain yang masih dalam satu wilayah negara
dengan tidak memenuhi formalitas yang ditentukan oleh

jawatan pabean.

Dengan menggambarkan penyelundupan tersebut di atas
maka pada umumnya hakekat penyelnundupan adalah suatu tin
~dak pidana yang berhubungan ekspor-impar barang, dengan
adanya manipulasi dokumen yang ditentukan pabean, atau
tidak adanya manipulasi akan tetapi adanya pelanggaran -
prosedur masalah ekspor-impor yang kesemuanya karena ada=_ .

nya motifimenghindari pengawasan dari dinas pabean atau

menghindari pembayaran bea cuakai.

Dalam ilmu fiqih bea sukai dikenal dengan"usysur" -
yaitu pemungutan yang diambil atas perdagangan orang asing
dan dzimmi yang keluar masuk wilayah kekauasaan negara is-

lam .

Pada masa Rosulullah SAW sebenarnya peraturan menge
nai usysur ini belum ada baru pada masa pemerintahan Umar
bin Khottab, dimana pemerintahan islam {=%telah meluas
dan perdagangan $udah tumbuh dan berkembang, maka banyak-

gubernur mengadakan atau mengatur perdagangan, maka dite
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rapkan peraturan usysur.

Motif diadakannya peraturan usysur ini karena ada-
nga surat dari Abu Musa Al-Asy'ari gubernur Basrah men
Jelaskan bahwa saudagar-saudagar islam apabila masuk ke
negara itu mengenakan bayaran usysur terhadap urang-orang
‘yang masuk. Oleh karena itu apakah tidak sebaiknya kalau
pemerintah islam juga bertindak demikian terhadap barang
barang dagangan yang dibawa ke negara islam dan hasil

pungutan usysur itu dimasukkan ke baitul mal.

Pungutan yang dikenakan orang-orang muslin sebesar
23% , sedangkan bagi orang-orang muslim asing dikenakan
10 % serta orang dzimmi dikenakan 5%. Ketetapan tersebut
setelah adanya laporan Abu Musa Al-Asy'ari yang melapor-
kan bahwa bahwa orang yang berdagang di darul harbi _di

kenakan usysur .

Dengan demikian nyatulah bahwa pengambilan bea
cukai dari harta perdagangan adalah didasrkan pada ijti-
had .Hal ini karena nash yang khusus yang menjelaskan me
ngenai bea cukai baik dari kitab Allah dan Nabi tidak
pernah melaksanakan baru pada masa sahabat yang mula-mulag
mengadakan ketentuan ini adalah Kholifak Umar bin Khat -

tab .

Selanjutnya sevagaimana kalau seseorang malakukan-
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tindak pidana venyelundupan illegal (penyelundupan fisik)
yaitu kemasukan barang atau pengeluaran barang (ekspor )

yaitu pemasukan bargpg atau pengeluaran barang (ekspor-im
por) tanpauménggugakanrdokumen yang seharusnya dipenuhi

atau diwajibkan bea cukai.

Sehubungan dengan masalah diatas, maka bila meneliti
beberapa nash bea cukai baik dari al-Qur'an maupun sunnah
Rosul, memang disana tidak menemukan ayat atau . . "hadits
yang secara nyata gamlang menyinggung masalah penyelundup
an. Namun begitu bukan berarti penyelundupan tersebut di
bolehkan atau hal tersebut tidaf terjangkau oleh syariat-
Islam. Mengingat syariat Islam meupakan syariat yang
lengkap dan sempur-nah dapat memenuhi tuntutan zaman.-Se

bagaimana.firman:Allah%Tdadlam surat Al-An-Am ayat 38.

Untuk kelansungan hidup negara perlu memperhatikan
kebutuhan yang banyak selaki dan harus dipenuhi. Diantara
kebutuhan itu memerlukan sejumlah alat kelengkapan negara
baik sipil maupun militer, guna menjamin terus berputar
nya roda pemerintahan dir pelayanan rakyat serta menjaga
keamanan negara. Begitu juga untuk mewujudkan keamanan
maka perlu pembelanjaan untuk angkatan perang disamping -
itu pemerintah Jjuga membangun baik berupa pembangunan fi
sik seperti gedung-gedung, perumahan raky¥at, Jjalan- jalan

umum, bendungan-bendungan untuk kepentingan pertanian rak
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yat dan lain sebagainya. Pembangunan mental sppiritual -
mutlak diperlukan, pembangunan dimana dapat berupa
pendidikan dan pemupukan kesadaran bernegara bagi rakyat

yang menunjang pembangunan fisik yang dilakukan.

Namun semua kebutuhan tersebut diatas harus terpe
nuhi untuk kelangsungan hidup negara, maka * diperlukan
dana pembelanjaan yang cukup untuk menjamin terlaksananya
kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud. Dana untuk mendapat -
kan dana perlu usaha untuk mendapatkan sumber-sumber dari
negara. Salah satu diatara sumber-samber itu adalah pen-
dapatan negara, melalui pungutan bea cukai dan pungutan
lain yang sah, yang bertanggung jawab dibebankan kepada
aparat itu sendiri yaitu Berktorat Bea Cukai, suatu apa-

rat dalam lingkungan departemen keuangan.

Dari kenyetaan-kenyataan yang penulis uaraikan pa--
da bab yang terdahulu terlihat bahwa 25-%0 % rata-rata
pertahunnya anggaran ditutup dari pendapatan Derektorat-
Bea Cukai. Dengan demikian peranan bea pungutan beacukai
cakup besar terhadap pemasukan keuangan r-negara dan
dan akhirnya digunakan pemerintah untuk pembangunan rak-
yaf. Maka sangat pelu usaha penyelamatan keuangan negara

yang seharusnya telapi senantiasa terjadi pemyelundupan.

Memperhatikan dari uraian-uraian tersebut diata me-
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dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 59.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara
harus taat kepada kepala negara atau ulil amrih, --gelama
kepala negara tersebut tidak berlaku dholim atau melang -

ar aturan-atouran dalam pemerintah-rang diundangkan,
& &

Dengan demikian pelaku penyelundupan illegal yang
tidak menggunakan dokumen resmi yang ditetapkan perUndang
undangan jelas tidak dibenarkan dalam pandangan .. huk um
islam, karena telah melakukan mu'amalah dengan tanpa
mengindahkan perUndangan-undangan yang ditetapkan pemerin

tah. Ditegaskan dalam surat Al-Bagarah ayat I88 dan dije-

laskan pula dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 239.

Dari dua ayat tersebut diatas berintikan dalam
melakukan mu'amalah apa saja kita dilarang melakukan
perbuatan yang mengandung unsur bathil yang tidak sah.

Disini termasuk Jjuga tidak diperbolehkan melakukan tindak
pidana penyelundupan , karena penyelundupan jelas- jelzas
melanggar perUndang-undangan yang ditetapkan ggmerintéh‘
Ini berarti menentang tindakan pemerintah dalag usaha
mengatur peredaran barang-barang untuk kepentingan umum -
dan mengusahakan terbayarnya hak negara berupa bea-bea ma

suk danzlain-lainnya.

Bentuk atau wujud penyelundupan yang lain yaitu
penyelundupan yang bersifat administrasi yakni impor dan

~
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ka penetapan bea masuk yang berupa pungutan terhadap ba-
rang-barang ekspor dan impor hal 1ini sesuail dengan usysur.
Dan dilihat dari segi kepentingan negara untuk pembelanja
an negara yang berarti demi kemaslahatan ummat atau nega-
ra . Maka berdasarkan maslaha mursalah hal ini dapat
dibenarkan. Oleh karena itu menegakkan suatu keadilan su
atu negara harus diadakan pungutan-pungutan seperti bea
pungut, bea cukai, bea ekspor impor ini juga harus di~-
usahakan seadil-adilnya dengan melihat situasi dan kondi-
si masyarakat sebagal mana konsekwensi karena pungutan
tetap telah ditetapkan oleh kepala negara dengan suatu pe
raturan maka bagi pelanggar yakni pelaku ;. pelyelundmnpan

tentunya dikenakan sanksi hukum dengan berat ringannya -

berdasarkan undang-undang yang berlkku di negara itu
sendiri.
Namun hal ini pemerintah tidak boleh menentukan

hukum kepada warga negaranya dengan cara yang sewenag- we
nang atau dholim. Memang kewajiban bagi '-importir sdan
eksportir bersumber dari peraturan-peraturan perUndang-un
dangan yang berlaku yang ditetapkan negara. Melalui badan
yang berwenang. Untuk itu kewajiban pribadi.importir dan

eksportir harus dilaksanakan.

Sebagal warga negara yang baik tentunya harus
selalu taat kepada segala peraturan penguasa negara

atau pemerintahan , hal ini juga diperintahkan Allah SWT
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ekppor nahkoda atau oknum-oknum lain yang memasukkan ba-
rang-barang (dagangan) melalui instansi resmi (dilakukan
di pantai yang terdapat instansi bea cukai)tetapi terda

pat manipulasi dokumen.

Bentuk penyelundupan administrasi pada pokoknya per
buatan manipulasi yang seharusnya melindungi barang-ba -
rang yang diekspor atau impor dengan dokumen yang ditetap
bea cukai. Manipuiasi tersebut dapat berupa manipulasi -
kuantitas yakni perbedaan jumlah barang, tidak sesuainya
Jumlah barang dengan dokumen. Sedangkan manipulasi kuali-
tas antara dokumen yang mencantumkan jenis barang tidak
cocok dengan kenyataan barang dari segi jenisnya, misalnya
dokumen PU (AA) menyebutkan jenis barang oab@t—ftl'nyamuk

tetapli kenyataannya barang-barang lux.

Menanggapi masalah manipulasi sebuah aya dalam surat
Al-Mutaffifin ayat I dan juga didukung oleh sabda Rosulul

lah yang melarang adanya jual beli dengan jalan menipu .

Dari surat al-Mutaffifin ayat I menjelaskan larang
an curang bagi seorang yang melakukah menimbang, menakar,
namun inti dari ayat tersebut (illat hukum) disini adalah
larangan untuk berbuat yang tidak semestinyaiatau berbuat
curang. Demikian juga mengenai illat hukum dari hadits -
yang tersebut diatas adalah perintah untuk berbuat yang

tidak semestinya yaitu menun jukkan barang-barang itu
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cacat atau jelek. pendek kata kita dilarang untuk menipu.

Maka dengan mendasarkan kepada dalil tersebut diatas
maka tindakan penyelundupan dengan cara memanipulasi doku-
men terseb&t tidak dibenarkan dalampandangan hukum islam
yang sekaligus haram, karena penyelundupan dengan cara
memanipulasi dokumen itu térjadi karena adanya pernyatzan
yang tidak sebenarnya dan atau palsu yang disengaja terma
suk menipu atau berbuat curang, yang kesemuanya itu terca

kup dalam rangka larangan dalam dua ayat tersebut.

Lebih jauh lagi masalah ini dengan terjadinya memax
nipulasi kuantitas maka terjadipula memanipulasi harga
yang kesemuanya ini menjadi ciri dari bentuk penyelundup-
an, setidak-tidaknya penyelundupan administrasi yang
terjadi pada masa kini semakin berani. Oleh karena itu -
langka yang tepat dilakukan pemerintah dalamumengendali -
kan penyelundupan dengan melakukan pengawasan yang lebih

ketat terhadap barang-barang ekspoe-impor harus melalui

instansi bea cukai.

Dan kalau kita menenggok masa silam khususnya peme-
rintah Unar bin Khottab r.a. juga telah ada smatu lembaga
yang dinamakan hisbah, dimana lembaga ini telah diurus
(ditetapkan) petugas-petugas yang menuntut dan,mengusut -

orang-o«rang yang melanggar tata tertib termasuk melang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



gar peraturan dibidang perdaghugan yang dapat mengganggu
kelancaran pembangunan negara, khususnya pembangunan ekono

mi negara.

Maka hal itu bisa dikaitkan dengan kenyataan-kenyasa
an sekarang,maka fungsi bea cukai tidak jauh berbeda de-

ngan lembaga hisbah yang dipraktekkan pada masa Umar bin

Khottab.

Adapun mengenai tindak pidana penyelundupan bisa
dikatagérikan sebagai pemekaran dari pemahaman tindak
pidana subversi bila tindak pidana tersebut mempunyai

unsur-unsur sabversi yang dalam fiqih islam disebut de-

ngan tindak pidana bughot.

Kalau kita meneliti unsur-unsur pidana subversi dan
bughot, maka sebenarnya berbeda walaupun ada segi persamaan
nya. Suatu hal yang membedakan adalah adanya syarat Jaizs
situasi perang atau pemberontakan, syarat bughot yang satu
ini didasarkan pada peristiwa sejarah yaitu ketika sudah mu

lai nampak muncul golongan Kkhowarij.

Dalam hukum positif memang penyelundupan digolongkan
sebagai tindak pidana snbversi kalau perbuatan tersebutl su
dah memenuhi unsur-unsur subversi,sedangkan tindak pidana

penyelundupan dalam hukum islam juga bisa dikata gorikan -

sebagai tindak vidana subversi suhversi dalam

s yaitu
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arti luasa maka tercakup didalamnya adalah tindak pidana
penyelundupan, sebab sasaran dari pada sﬁversi itu juga
dapat meliputi bidang politik,ekonomi dan lain sebagainya.
Dalam hal ini penyelundupan yang sudah punya skala besar
seperti akhip-akhir ini penyelundupan tentang rotan yang
mengakibatkan milyaran rupiah lepas dan tidak masuk ke
kas negara. Ini berarti negara dirugikan oleh pelaku tin-

dak pidana penyelundupan.

Dalam penyelundupan impor akibat yang ditimbulkan -
semakin parah, kalau barang-barang hasil dari penyelundup
an tersebut memasuki pasaran dalam negeri bukan | tidak
mungkin akan dapat mengacaulkan stabil.tas ekonomi nasioni=
nal. Hal ini bila penyelundupan yang yang sifatnya rkecéil
tidak mempengaruhi stabilitas ekonomi, akan tetapi gelom
bang penyelundupan yang berskala besar dengan nilai yang

milyaran dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Dalam-hal ini penyelundupan tersebut digolongkan se
bagai tindak pidana suversi, bila kita lihat dakam keten-
tuan fiqih memang belum ada, sehingga untuk meninjau hal
ini langka yang tepat adalah mendudukkan masalah penyelun
gupan tersebut sebagal delik apa dan selanjutnya akan

bisa diketahuili pertimbangan hukumnya.

Penyelundupan sebagal pidana suversi berarti merupa
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kan jarimah politik dan dapat diidentikkan dengan baghot.
Akan tetapi bila hal tersebut dipermasalahkan adakah
termasuk jarimah politik dalam islam.Fenuariut Hanafi ada-
nya jarimah politikuitu disyariatkan adanya sifat -menen-
tang untuk melaksanakan kewajiban herndak menggulingkan pe
nguaéa tertinggi dalam situasi luar biasa ya itu dalam -
keadaun memberontak( Hanafi,I967 : 19 ). Padahal ’tindak
pidana penyelundupan sebaliknya tidak hanya pada caituasi
pemberontakan atuu perang bahkan dalam situgsi ~ damal

justru sering terjadi

Menurut penulis penyelundupan bisa dikatagorikan se
bagai tindak pidana suversi, sedang tidak terdapatnya ke
dua syarat tersebut dalam pidana politik bogho bisa dito-
lirer , sebab kedua sgarat tersebut hanya digolongkan pa

da peristiwa golongan khowarij bukan didasarkan pada nash.

Alasan lain mengingat arti suversi telah mengalami
pemekaran arti, sehingga arti suversi tidak hanya :—“legal
saja tetapi juga tindak pidana yang mempunyai tendensi -

suversi bisa digolongkan sebagail tindak pidana suversi.
B. Hukuman bagi pelaku tindak pidana peanyelundupan

Setelah memperhatikan rumusan definisi, ynsur-Tunsur

sertd macam-macamnya tindak pidana pada bab yang dahulu ,
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maky suatu perbuatan bisa dikatagorikan sebagi perbuatan
tindak pidana dan bisa dikenakan sanksi hukuman, bila
perbuatan tersebut melawan hukum serta memenuhi unsur -

unsur pidana.

Penyelundupan adalah suatu perbuatan yang digolong
kan sebagai suatu tindak pidana, hal ini karena perbuat
an tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana &an bersi-
fat melawan hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukum-

an.

Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku tindak
pidana penyelundupan, maka perlu kiranya memperhatikan -
nashe-nash baik al-Qur'an atau hadits yang dengan « tegas

menjelaskan hal itu.

Menurut hukum islam tindak pidana penyelundupan bu-
kan termasuk tindak pidana hudud, karena baik macam atau
hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Akan tetapl tinda
kan itu termasuk dalam tindak pidana ta'zir sebab baik
bentuk mappun hukumannya ditentukan oleh pemerintah ! a4nu-
pun hakimdenagn tujuan untuk melindungi seluruh rakyat.
Sebagaimana uraian yang penulis kemukakan dibab yang
dahulu bahwa ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentu
kan oleh syara' kadar hukumannya dan tidak ada nash yang

mengatur secara Khusus tindakan tersebut.
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Ketentuantindak pidana penyelundupan adalah produk peme -
rintah dan tidak diatur dalam nashbaik bentuk r-. _ malpun
hukumannya, maka tindak pidana penyelundupan termasuk tin

dak pidana ta'zir.

Tindak pidana penyelundupan adalah melanggar keten-

tuan-ketentuan yang ditetapkan oleh derektorat Jenderal
RBea Cukai.Paik penyelundupan itu dilakukan secara legal
dan illegal.adalah pelanggaran atau dosa menurut hukum

Islam. Sedangkan hukumannya tidak ada dalam hukuman hudud
dan kafarah, batas-batasnya tidak ditentukan akan tetapi-

perbuatan tersebut merupakan maksiyat.

Ketentuaf $indak' pidana.penyélundupall disérahkan”™=
kepada’ periaitah atau hakim untiR menentukannya. Maksud pem
berian hak adalah>untuk memelihara kepentingan sesual
dengan perkembangan zaman. Syarat bagi hakim dalam menen-
tukan hukuman itu hérus sesual dengan kepentingan masyara
kat dan tidak boleh bertenhtangan dengan nash-nash syara

dan prinsip-prinsip yang umum.

Disamping itu rakyat diperintah untuk mentaati
peraturan yang dibuat oleh negara selama perintah itu
tidak bertentangan dengan syara! Dalam hal ini pemerintan
dalam batas-batas tertentu atau wajar dapat melakukan pu

ngutan-pungutan untuk kepentingan kas negar, guna memenu
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kepentingan rakyat.Pungutan-pungutan bea cukail adalah pe- -
raturan pemerintah yang ditetapkan oleh Derektorat bea Cu

kai.

Dari uraian tersebut maka penyelundupan yang
mempunyai motif menghindari bea cupkdl bisa dikenakan aank
si hukuman pidana ta'zir , sebab tidak ada nash | yang
mengatur perbuatan tersebut akan tetapi perbuatan terse -
but merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerin

tah.
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